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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum mengadopsi prinsip Trias Politica yang
memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama eksekutif, legislatif, dan
yudikatif. Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk memastikan adanya
mekanisme check and balances yang efektif, sehingga kekuasaan tidak terpusat
pada satu lembaga saja yang berpotensi menciptakan otoritarianisme. Dalam
konteks ini, lembaga eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-
Undang dan administrasi pemerintahan sehari-hari, sementara lembaga yudikatif
memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menegakkan hukum.(Rasji et al.,
2024: 95 - 106)

Idealnya, kedua lembaga ini harus beroperasi secara independen namun
saling mengawasi untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Namun,
realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip check and balances ini
masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Intervensi eksekutif terhadap
yudikatif, meskipun sccara Konstitusional lembaga yudikatif seharusnya
independen, menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi atau tekanan dari
pihak eksekutif dalam proses penegakan hukum.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali menjadi
sorotan utama dalam isu ini. Selain itu, kapasitas dan integritas lembaga yudikatif
di Indonesia juga seringkali dihadapkan pada masalah internal seperti korupsi,

rendahnya profesionalisme, dan kurangnya sumber daya yang memadai, yang
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berdampak pada kemampuan lembaga yudikatif untuk menjalankan fungsinya

Secara efektif dan independen,

Dalam  proses pembuatan kebijakan, sering terlihat bahwa lembaga
eksekutif memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan
kClidﬂkscimbangan kekuasaan, di mana peran legislatif sebagai pembentuk undang-
undang dan pengawas eksekutif menjadi tereduksi. Evaluasi terhadap politik
hukum juga perlu mempertimbangkan sejauh mana lembaga eksekutif dan yudikatif
responsif terhadap tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Pengawasan terhadap
kedua lembaga ini seringkali kurang efektif, misalnya, pengawasan legislatif
terhadap eksekutif seringkali tidak maksimal karena berbagai alasan, termasuk
adanya kolusi atau kurangnya kapasitas pengawasan yang memadai. Tentang Trias
Politica, atau pemisahan kekuasaan, adalah konsep yang sangat penting dalam teori
politik dan organisasi pemerintahan modern. Konsep ini awalnya dikembangkan
oleh filsuf politik Perancis, Montesquieu, dalam bukunya yang berjudul (7he Spirit
of Laws - Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Charles de Secondat Baron de
Montesquieu : 151 - 162.).

Ide dasarnya adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu
tangan dengan membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang independen:
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai asal usul dan perkembangannya,
Montesquieu adalah tokoh utama yang mempopulerkan konsep Tras Politica.
Dalam The Spirit of the Laws, ia mengusulkan bahwa kekuasaan pemerintah harus
dibagi untuk menghindari tirani. Ide-ide Montesquieu sangat mempengaruhi para

pendiri Amerika Serikat.









Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat (Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945) (Joseph, 2021, 9(7). Dalam konteks ini, jika Presiden mengeluarkan
Perppu terkait UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat
oleh MK, ada potensi bypass karena langkah tersebut dapat dianggap tidak
sepenuhnya menghormati atau menjalankan putusan MK.

Penjelasan Lebih Lanjut:

I. Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat Ketika MK menyatakan UU Cipta
Kerja inkonstitusional bersyarat, itu berarti UU tersebut masih berlaku
tetapi harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun (hingga November
2023). Jika tidak diperbaiki, UU tersebut otomatis dinyatakan
inkonstitusional secara permanen.

2. MK memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang (Presiden
dan DPR) untuk merevisi UU melalui prosedur legislasi yang biasa. Putusan
ini seharusnya dihormati dan dijalankan sesuai mekanisme yang diatur
dalam Konstitusi.

3. Tindakan Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) adalah instrumen hukum yang digunakan Presiden dalam
keadaan kegentingan yang memaksa (Pasal 22 UUD 1945).

Namun, dalam kasus ini, penerbitan Perppu dapat dilihat sebagai bypass
karena Mengabaikan Proses Legislasi yang Diperintahkan MK Putusan MK
mengamanatkan revisi UU Cipta Kerja melalui mekanisme legislasi reguler di
DPR. Dengan mengeluarkan Perppu, Presiden melewati proses tersebut, yang

seharusnya melibatkan pembahasan dan pengesahan di DPR terlebih dahulu.
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2. Sumber Data
Sumber data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum
library research adalah data sekunder yang berupa buku-buku literatur,
Peraturan Perundangan, jurnal dan kamus. Bahan-bahan hukum dimaksud
meliputi:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
undang undang dasar 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan antara
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif,
b. Bahan Hukum Sekunder
Peraturan Pemerintah Aturan yang dibuat oleh badan eksekutif
(pemerintah) untuk melaksanakan undang-undang. Ini mencakup
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dan peraturan
pemerintah lainnya. Keputusan Yudisial Putusan-putusan yang
dikeluarkan oleh badan yudikatif (pengadilan) yang dapat menjadi
preseden atau panduan dalam interpretasi dan penerapan hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data
Peniliti menggunakan analisis dokumen sebagai salah satu teknik
yang umum digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik ini melibatkan
pengumpulan dan analisis dokumen terkait, seperti kebijakan, peraturan,
laporan evaluasi, dan dokumen lain yang relevan. Langkah pertama dalam

proses identifikasi dan pengumpulan dokumen adalah mencari dokumen-

dokumen yang relevan dengan topik penelitian seperti kebijakan peraturan












